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IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING TO THE CALCULATION 
OF CORPORATE INCOME TAX IN THE COMPANY 
(THE CASE STUDY PT. BUMI JASA UTAMA) 
Muh. Hidayat 




Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Bumi Jasa Utama untuk 
meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan menganalisis 
dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, 
kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan 
dan hasil perhitungan pajak yang optimal menurut Undang-Undang PPh 1984. 
Data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Perusahaan dan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Badan Perusahaan Tahun 2014. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan telah 
sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dengan 
dilakukannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak 
penghasilan sebesar Rp. 49.974.653. 
 
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Penghematan Pajak 
 
 
This study was aimed to determine how the tax planning conducted by PT Bumi 
Jasa Utama to minimize the burden of corporate income tax. This study uses a 
comparative descriptive analysis is by analyzing and processing the data of 
financial statements and fiscal reports, and then do a comparison of the 
calculation results of the company and the results of calculation of the optimal tax 
according to the Income Tax Act 1984. The data used is the Company's Financial 
Statements and Annual Tax Agency Company of the Year 2014. The results 
showed that tax planning has been implemented by the company according to 
the tax laws applicable and by doing tax planning then there is savings income 
tax expense of Rp. 49.974.653. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat baik materiil maupun spiritual.Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut 
perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.Salah satu 
kebijakan Pemerintah dalam mengatasi masalah pembiayaan pembangunan adalah 
dengan pajak. 
Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai wajib pajak kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2013:1). Peranan pajak 
semakin lama semakin dominan, hal ini terlihat dari kontribusinya dalam Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah dari 
tahun ke tahun semakin meningkat. Pajak merupakan sumber penerimaan atau 
penghasilan utama bagi Negara yang akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu 
beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih atau penghasilan seseorang 
atau perusahaan. 
Bagi Perusahaan perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari 
manajemen. Menurut Stephen (2010:190) perencanaan merupakan proses 
penentuan tujuan organisasi (perusahaan),  serta strategi untuk mencapai tujuan 
tersebut. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah memberikan 





diperoleh dengan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, baik pajak 
daerah maupun pajak pusat.Setiap perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa, 
maupun manufaktur yang memenuhi kriteria wajib pajak menurut ketentuan 
perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak 
Sebagian besar perusahaan yang berorientasi profit melakukan berbagai 
strategi termasuk dalam pembebanan pajak. Perusahaan akan berupaya 
semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan 
bahkan menghindari pajak. Namun, pada dasarnya perusahaan menjalankan 
strateginya dalam kewajibannya sebagai wajib pajak memiliki dua pilihan, apakah 
meminimalkan beban pajak dengan jalan yang legal atau meminimalkan beban 
pajak dengan illegal. Oleh karena itu, diharapkan semua perusahaan dapat 
mengambil langkah yang legal tanpa melakukan pelanggaran pajak yang dapat 
berujung pada masa depan perusahaan.  
Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam menekan 
biaya tanpa harus khawatir dengan pelanggaran aturan yang ada yaitu dengan 
menerapkan Perencanaan Pajak (Tax Planning). Menurut Hoffman (1961:84) 
Perencanaan Pajak atau yang dikenal Tax Planning adalah suatu kapasitas yang 
dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat 
pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis tax planning dikenal 
sebagai effective tax planning, yaitu seorang atau badan wajib pajak berusaha 
mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak 
(tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan. 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan tax planning dalam 





dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal,meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Berdasarkan 
latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “Implementasi Perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap Perhitungan 
PPh Badan pada Perusahaan (studi kasus PT.Bumi Jasa Utama)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 
rumusan masalah adalah : 
1. Bagaimana Strategi Penerapan tax planning sebagai upaya legal untuk 
meminimalkan PPh badan pada perusahaan bagiPT. Bumi Jasa Utama? 
2. Bagaimana implementasi perencanaan pajak (tax planning) terhadap 
perhitungan PPh Badan pada perusahaan pada PT. Bumi Jasa Utama? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah strategi perencanaaan pajak (tax planning)yang 
diterapkan dapat bermanfaat untuk meminimalkan PPh Badan pada 
perusahaan PT. Bumi Jasa Utama. 
2. Untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak (tax planning) terhadap 






1.4 Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 
berguna untuk : 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
a. Sebagai sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi, 
khususnya yang berkaitan dengan strategi effisiensi biaya dan 
akuntansi perpajakan. 
b. Dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang  tax planning. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
a. Bagi perusahaan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tata 
aturan perpajakan  
b. Memotifasi perusahaan untuk menerapkan tax Planning dalam 
meminimumkan beban pajak badan dengan baik dan sesuai dengan 
peraturan perpajakan, bila terbukti memberikan kontribusi yang 
positif dalam peningkatan laba perusahaan. 
c. Menelaah fungsi-fungsi bagi peningkatan kinerja perusahaan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 





BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang 
penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang 
telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis 
data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
 Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi dan 
misi perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini menguraikan kesimpulkan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang 









2.1.1 Pengertian Pajak 
Sebelum memahami pajak lebih jauh dan mengapa seseorang harus 
membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka 
perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui 
bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara mempunyai kewajiban 
untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, 
keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Menurut Brotodihardjo 
(2003:3), mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak, beberapa 
di antaranya dalam kutipan sebagai berikut: 
1. Feldmann 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada Penguasa, 
(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-




“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintahyang terutang melalui norma-norma 
umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasiyang dapat 
ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai 
pengeluaran Pemerintah”. 
 
3. Soeparman  
 
“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biayaproduksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
 
Beliau mencantumkan istilah iuaran Wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa 





perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu 
berlbihakan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan 
karena dengan mencantumkan unrus paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran 
masyarakat untuk melakukan kewajibannya. 
4. Rochmat  
“Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-
undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum.” 
 
Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur ‘dapat dipaksakan’ artinya bahwa bila 
utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan 
menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan 
penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sedangkan terhadap 
pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti 
halnya dengan retribusi. 
 Dari 4 (empat) pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima 
unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 
1. Sifatnya dapat menjadi memaksa ketika wajib pajak tidak menaati 
peraturan perpajakan yang sudah diatur; 
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya, sehingga dapat di paksakan; 
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak; 
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat 





5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyrakat umum. 
 
2.1.2  Fungsi Pajak 
Menurut Suandy (2011:12), pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari 
pajak, yakni fungsi financial (budgeter) dan fungsi mengatur (regulernd). 
1. Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya 
ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
Negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang 
punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). 
2. Fungsi mengatur (regulernd) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk 
mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik 
dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan 
pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar 
sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. 
Dalam perkembangannya, fungsi pajak selain yang telah disebutkan di atas 
terdapat dua fungsi lagi yaitu : 
1. Fungsi Demokrasi 
Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah 
satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 







2. Fungsi Redistribusi 
Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan 
keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan 
adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada 
masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih 
kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit 
(kecil). 
Fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi di atas sering kali disebut sebagai 
fungsi tambahan karena kedua fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama 
dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern, 
kedua fungsi tersebut menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat 
dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam 
mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat. 
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak 
Dalam penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan dalam 
penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau 
penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa membayar 
pajak, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang 
bersangkutan. Wiryawan (2008:29), menyatakan jenis pajak dapat digolongkan 
dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga 
pemungutannya. 
1. Menurut Sifatnya 
Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung 





a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul 
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang 
lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu 
tertentu, misalnya pajak penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 
kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau 
peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Menurut Sasarannya/Objeknya 
Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif 
dan pajak objektif. 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertama-tama 
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah 
diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan 
objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau 
tidak, misalnya pajak penghasilan. 
b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan pebuatan 
atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar 
pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang 
mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, 
misalnya Pajak Pertambahan Nilai. 
3. Menurut Pemungutnya  
Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis 





oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak 
daerah. 
a. Pajak pusatpusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 
Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan pajak 
pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
b. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah 
dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
2.1.4 Tarif Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2011:9), ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 
1. Tarif Sebanding/Proporsional 
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 
pajak sehingga besarnya pajak yang teutang proporsional terhadap besarnya 
nilai yang dikenai pajak. 
2. Tarif Tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 







3. Pajak Progresif 
Presentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
4. Tarif Degrasif 
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 
semakin besar.  
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
 Menurut Wirawan (2008:32),sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 
4 (empat) macam, yaitu official assessment system, semiself assessment system, 
self assessment system, dan withholding system. 
1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk mementukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. 
Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu 
dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak 
seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. 
2. Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan 
besarnya pajak seorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun 
pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk 
tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus 





besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak. 
3. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada WajibPajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang 
pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut 
campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseoran, kecuali 
Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku. 
4. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak 
yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya 
menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan 
Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan 
pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
2.2 Pajak Penghasilan 
 Definisi penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU 
Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud 
dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.  
 Menurut Waluyo (2008:87), mengemukakan Pajak Penghasilan merupakan 





hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau 
regresif.  
 Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tanggal 31 
Desember 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana yang 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
Tanggal 23 September  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 4893 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985), 
(selanjutnya dalam penelitian ini yang disebut sebagai UU PPh). 
 Sesuai dengan UU PPh tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 
31 huruf e, Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 
Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan 
Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah). Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E 
dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 
1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 maka perhitungan 
PPh terutang yaitu sebagai berikut: 
PPh terutang = 50% X 25% X seluruh penghasilan kena pajak 
2. Penghasilan bruto lebih dari Rp.4.800.000.000 sampai dengan 
Rp.50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: 
Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang 







 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑛𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak 
memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 
bruto yang memperoleh fasilitas.  
2.2.1 Subjek dan Bukan Subjek Pajak 
2.2.1.1 Subjek Pajak 
 Berdasarkan UU PPh Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi 
subjek pajak adalah: 
a. Orang Pribadi 
Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 
Indonesia ataupun di luar Indonesia 
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 
pengganti menggunakan NPWP dari WP orang pribadi yang meninggalkan 
warisan tersebut. 
c. Badan 
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan  
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMND 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 





laninnya termasuk perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan 
terbatas maupun bentuk lainnya. 
d. Badan Usaha Tetap 
Yang dimaksud Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
 
2.2.1.2 Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri 
 Subjek PPh dibedakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak 
Luar Negeri. 
1. Subjek Pajak Dalam Negeri 
a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 
bertempat tinggal di Indonesia. 
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak. 
2. Subjek Pajak Luar Negeri 
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 





jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
2.2.1.3 Bukan Subjek Pajak 
 Berdasarkan UU PPh Pasal 3  ayat (1) dan tambahan ayat (2)  menyebutkan 
bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: 
a. Kantor perwakilan negara asing 
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan 
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 
mereka. 
c. Organisasi-organisasi internasional. 
d. Pejabat perwakilan organisasi internasional. 
 
2.2.2 Objek Pajak dan Tidak Termasuk Objek Pajak 
2.2.2.1 Objek Pajak 
 Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah 





diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 
a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh; 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; 
c. Laba usaha; 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi; 
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. Premi asuransi; 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 





p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak; 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;dan 
s. Surplus Bank Indonesia. 
 
2.2.2.2 Tidak Termasuk Objek Pajak 
 Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa yang 
dikecualikan dari objek pajak adalah: 
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia; 
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
c. Warisan; 
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 





e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 
yang menggunakan norma penghitungan khusus; 
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 
g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah; 
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai; 
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidan-bidang tertentu yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari serseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif; 
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 





l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan; 
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya; 
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
2.3 Pajak Penghasilan Badan 
Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap Subjek 
Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun  Pajak. 
Salahsatu yang menjadi Subjek adalah Badan. Menurutnya, Badan adalah terdiri 
dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD 
dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan 
penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang 
menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak 
tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  
 Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum 





2.3.1 Pajak Penghasilan 22 
Menurut Mardiasmo (2013:246), menjelaskan bahwa PPh pasal 22 
merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut 
oleh:  
a. Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-
lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan 
barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas 
dan pejabat lain yang menjelaskan fungsi yang sama; 
b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swast, berkenaan 
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, seperti 
kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan 
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 
penjualan barang yang tergolong sangat mewah.   
 
2.3.1.1 Objek Pemungutan PPh Pasal 22 
Berdasarkan Peraturan, yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 
adalah : 
a. Impor barang; 
b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral 
Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun 
Pemerintah Daerah; 
c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja Negara 





d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha 
yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif; 
e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha 
selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix 
dan gas 
f.  Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor indutri dan 
eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian 
dan perikanan dari pedagang pengumpul; 
g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 
 
2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 
Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 
Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggarahan 
kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Pengahasilan Pasal 2, yang dibayarkan, 
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 
pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 
badan usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.  
2.3.2.1 Objek Pemungutan PPh Pasal 23 
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah : 
a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 






b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
c. Royalti; 
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 
Pajak Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 
e. Sewa dan pengahasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan 
f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
 
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 
Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang 
perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran Pajak dalam tahun berjalan dapat 
dilakukan dengan: 
a. Wajib pajak membayar sendiri (PPh 25) 
b. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh 21, 22, 23, dan 
24) 
 
2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 29 
Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) 





dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan 
kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib 
Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang 
terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. 
Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib 
dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi 
Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir. 
Tarif PPh Pasal 29: 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) :  
a. PPh 25 yang sudah dilunasi = 0.75 x jumlah penghasilan / omzet per 
bulan. 
b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25 
yang sudah dilunasi. 
2. Wajib Pajak Badan (WPB) :  
a. Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12. 
b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25. 
 
2.3.5 Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 Ayat PPh 2) 
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari 





a. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan 
obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh 
koperasi  kepada anggota masing-masing; 
b. Hadiah berupa lotere / undian; 
c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan 
di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra 
perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha; 
d. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, 
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau 
bangunan; dan 
e. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Ketika pajak final dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang 
individu, dimana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, 
maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Dalam kasus transaksi yang 
terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan 
menyelesaikan pajak bukan penerima.  
 
2.4 Perencanaan Pajak 
2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak 
Menurut Zain (2006:67) perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah 
awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian 





penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan 
pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. 
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai 
cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang 
melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Ukuran yang digunakan dalam 
mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, adalah: 
1. Tax Saving, yaitu upaya wajib pajak megelekkan hutang pajaknya 
dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada 
pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja 
atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya 
menjadi kecil dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak 
penghasilan yang besar. 
2. Tax Avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan 
yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil 
jumlah pajak yang terhutang. 
3. Tax Evasion, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak 
terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang 
sebenarnya. 
2.4.2 Tahapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)  
Menurut Suandy (2008:7) agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut: 





Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan 
mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. 
Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan 
dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara 
lain: 
a. Fakta yang relevan 
Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka 
seorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu 
organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi 
baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati 
perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat 
dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi 
yang mempunyai dampak perpajakan. 
b. Faktor pajak 
Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan 
faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya suatu 
perencanaan pajak. 
2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak 
Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari 
satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan 
kerugiannya. Sehingga perencanaan pajak dapat memilih alternative-







3. Evaluasi perencanaan pajak 
Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak 
misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, 
laba kotor atau pengeluaran lain jika alternative-alternatif dipilih atau 
dijalankan. 
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali 
Dari berbagai alternative yang telah dibuat, perencana pajak harus 
melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. 
Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternative kadang membawa 
kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari 
perencana pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut. 
5. Memutakhirkan rencana pajak 
Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula 
dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa 
dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari 
perencana pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat 
untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut. 
2.4.3 Strategi Perpajakan 
Suandy (2007;118) menyatakan bahwa dalam memilih strategi yang sesuai, 
seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal 









Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan adalah: 
1. Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan 
ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak 
yang sudah ada. 
2. Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang 
baru yang dapat meningkatkan tariff pajak yang berlaku karena kurang 
bagi investor asing. 
3. Pemberlakuan insentif biaya hanya akan ditujukan untuk kepentingan-
kepentingan tertentu. 
b. Pemeriksaan Pajak 
Secara teori pemeriksaan pajak oleh Direktorat Pajak tujuannya adalah jelas 
untuk memasukkan bahwa wajib pajak: 
1. Telah membayar pajak dengan benar, dan 
2. Tidak menyalahgunakan system self assessment 
c. Hak Mengajukan Keberatan 
Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang-undang 
tapi tingkat efektifitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas. 
2.4.4 Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan  
Perusahaan adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama secara 
terstruktur dengan tujuan untuk mencapai sasaran (goal) yang spesifik atau 
sejumlah sasaran (goals)  yang telah ditetapkan. Perusahaan merupakan bagian 
integral dari sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya langka untuk 





(profit), sekaligus alat pemotivasi investor menanamkan modal dalam perusahaan. 
Karena laba merupakan orientasi utama, maka manajemen keuangan perusahaan 
selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan penggunaan sumber keuangan, 
juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektifdan efisien guna 
meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang 
optimum. 
Tujuan penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam kegiatan usaha 
wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, 
benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan,sehingga 
tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi 
pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatn sumber daya, guna 
meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal, seperti 
misalnya dengan tidak melaksanakan penjualan secara besar-besaran (cuci 
gudang) di akhir tahun (20X0, namun justru dilakukan pada awal tahun (20X1). 
Tindakan ini bertujuan agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditunda 
hingga akhir tahun 20X1. Dibandingkan apabila penjualan dilakukan di akhir 20X0, 
perusahaan harus langsung membayar pajak pada awal tahun 20X1. Dengan 
demikian kesempatan untuk memanfaatkan hasil dari penundaan pembayaran pajak 
(investasi usaha atau deposito) akan hilang. 
2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan pajak (Tax Planning) 
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax 
planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut: 





Tax policy merupakan altenatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju 
dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek  tax policy terdapat faktor-
faktor yang medorong dilakukannya tax planning, yaitu pajak apa yang 
dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan 
objek pajak, berapa besarnya tariff pajak dan bagaimana prosedurnya. 
b. Undang-undang perpajakan (tax law) 
Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-
ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang diiukuti oleh 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 
Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka 
celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan 
pajak yang baik. 
c. Administrasi perpajakan (tax administration) 
Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi 
perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk 
melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi 
administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan 
wajib pajak, luasnya aturan perpajakan dan sistem informasi yang belum 
efektif. 
2.4.6 Kebijakan Perpajakan Indonesia 
Kebijakan perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan 
Undang-undang Perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, 





Pada saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan 
dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan self assessment system, 
ditekankan bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak 
terutangnya sendiri. Sistem ini deberlakukan untuk member kepercayaan yang 
sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran 
serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. 
Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi 
manajer perusahaan untuk mengimplementasikan tax planning dalam pengendalian 
pemenuhan kewajiban perpajakn perusahaan. Namun konsekuensi dijalankannya 
sistem tersebut adalah baik manajer perusahaan maupun masyarakat harus benar-
benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pelunasan pajaknya. 
Adapun konsekuensi dari self assessment itu adalah seperti bagaimana 
mengelola administrasi dan pembukuan untuk keperluan pajak, kapan harus 
membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak 
dibayarkan, apa yang terjadi jika ada kesalahan perhitungan, apa yang terjadi jika 
lupa dan sanksi yang akan diterima bila melanggar ketetapan perpajakan. 
1. Administrasi Pajak 
Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari unsur-unsur pokok 
sistem perpajakan di Indonesia, yaitu: (1) kebijakan perpajakan (tax policy); 
(2) undang-undang perpajakan (tax laws); (3) administrasi perpajakan (tax 
administration). Kebijakan perpajakan perusahaan akan berhasil bila 





benar, sehingga pelaksanaan Undang-undang Perpajakan akan menjadi 
efektif dan efisien dan sasaran dari sistem perpajakan pun dapat dicapai. 
2. Pembukuan 
Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan 
pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan operasi perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diuabah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam penelitian ini disebut UU KUP) , 
tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya 
pajak terutang. Selain itu, dari pembukuan tersebut dapat pula dihitung 
besarnya Pajak Penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Secara teoritis sistem 
pembukuan yang baik adalah jika semua informasi yang diperlukan dapat 
disajikan, tidak hanya informasi perpajakan saja. 
Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah menggunakan 
sistem yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia, sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yaitu dengan menggunakan dasar akrual. 
Sedangkan menurut peraturan undang-undang perpajakan pembukuan 
dapat diselenggarakan dengan menggunakan dasar akrual dan dasar kas 
yang dimodifikasi. Tata cara pembukuan dalam UU KUP, diatur sebagai 
berikut: 
a. Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) yang diwajibkan 
menyelenggarakan pembukuan adalah: (1) Wajib Pajak orang pribadi 





b. Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 29 ayat (3), (4), (5). (6), 
(8), (11) dan (12) adalah: (1) beritikad baik dan mencerminkan kegiatan 
usaha yang sebenarnya; (2) diselenggarakan di Indonesia dengan huruf 
latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia atau 
bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) berprinsip taat azas 
dengan stelsel akrual dan stelsel kas; (4) perubahan metode pembukuan 
dan/atau tahun buku, harus disetujui Direktur Jenderal Pajak; (5) 
pembukuan dengan bahas asing dan mata uang selain mata uang 
Rupiah dapat diselenggarakan Wajib Pajak dalam rangka penanaman 
Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil dan kegiatan usaha lain 
atau badan lain, setelah mendapat izin Menteri Keuangan; (6) buku-buku, 
catatan-catatan, dokumen-dokumen pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen lain Wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu 
untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan dan terakhir (7) 
pedoman penyelenggaraan pembukuan pencatatan ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
c. Pengecualian pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan (10), 
adalah; (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto 
dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib 
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas; (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan 





d. Sanksi Pembukuan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), adalah; (1) sanksi 
kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 
25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak atau kurang 
bayar dalam satu tahun pajak; (2) sanksi kenaikan 100% (seratus persen)  
untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan 26 yang tidak atau 
kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan 
dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan oleh 
orang atau badan lain dan (3) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) 
untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas 
Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar. 
2.4.7  Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal 
Pihak manajemen berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang 
informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan 
pengambilan keputusan, sedangkan Pemerintah menggunakan Laporan Keuangan 
untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi yang berisi informasi 
untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. 
Pedoman penyusunan Laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar 
Akuntasi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada UU 
PPh. Oleh karena  itu, Laporan Laba/Rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu: 
1. Laba/Rugi Komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (pre tax financial 
income), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara 
pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai dengan Standar 





2. Koreksi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (taxable income), 
yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan 
Terutang. 
 Berdasarkan Undang-undang Perpajakan menghitung Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan hampir mirip dengan PPh Wajib Pajak 
Perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya Pendapatan Kena 
Pajak, tidak lagi dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Penghasilan 
Neto suatu badan usaha dan jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu 
diperhitungkan, maka besarnya Pendapatan Kena Pajak akan sama dengan 
jumlah Penghasilan Netonya. Dalam istilah pembukuan “biaya” didefinisikan 
sebagai pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban-kewajiban yang timbul 
dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa,sedangkan “beban” adalah 
akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai. Konsep beban sebagai bagian 
yang digunakan untuk menghitung total biaya operasional (beban pemasaran 
dan beban administrasi) akan membentuk perhitungan sebagai berikut: 
 
Tabel 2.1. Perhitungan Laba Sebelum Pajak 
Penjualan 
Harga Pokok Penjualan 
           Laba Kotor 
Beban Pemasaran  
Beban Administrasi 
Total Beban 































 Perhitungan penghasilan kena pajak (di dalam akuntansi disebut laba 
sebelum pajak) sesuai UU PPh Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 
Pendapatan usaha (ps.4 ayat 1) 
Biaya-biaya: 
     Pasal 6 ayat 1 
     Pasal 6 ayat 2 
     Pasal 9 ayat 1 
     Pasal 7 ayat 1 (PTKP) 
     (untuk Wajib Pajak Pribadi) 
 
 



















Urutan perhitungan Laba/Rugi di atas, seakan-akan tidak mempedulikan 
mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utama perusahaan dan mana 
yang merupakan biaya-biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan 
kata lain perhitungan versi Undang-undang Pajak Penghasilan tidak membedakan 
antara penghasilan utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional 
perusahaan dan juga tidak membedakan biaya operasional perusahaan. Padahal 
penentuan Laba/Rugi perusahaan diperoleh dengan cara menggabungkan semua 
penghasilan terlebih dahulu baru kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh 
biaya. 
Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), 
sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of return on 
investment. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya, secara ekonomis 
pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau 






2.5 Penerapan Perencanaan Pajak 
Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti 
yang dikemukakan Suandy (2008:9), yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya 
mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakn dari pemerintah. 
2. Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau 
pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh 
undang-undang 
3. Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar corporate (inter 
corporate dividend) tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan 
didirikan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga dapat 
menguntungkan masing-masing badan usaha. 
4. Memisahkan profit center dan cost center di dalam perusahaan. 
5. Pemilihan metode pembukuan, cash basis atau accrual basis. 
6. Penurunan PPh Pasal 25 
7. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. 
Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami 
inflasi, maka metode penilaian persediaan yang disarankan adalah 
metode rata-rata (average). Metode ini akan menghasilkan beban pokok 
penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian 
persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor 
sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil. 
8. Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk 
memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu 





seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat 
daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung. 
9. Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan 
menguntungkan bagi perusahaan. 
10. Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi 
yang bukan objek pajak. 
11. Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. 
12. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan withholding tax. 
13. Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan 
caragross up. 
14. Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati 
tanggal jatuh tempo. 
15. Menghindari pemeriksaan pajak. 
16. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 
dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan 
metode masuk pertama  keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi 
perekonomian  yang  cenderung  mengalami  inflasi,  metode  rata-rata 
(average)  akan  menghasilkan  harga  pokok  yang  lebih  tinggi  
dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first 
out). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan 
laba kotor menjadi lebih kecil. 
17. Menghindari  pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  
berlaku. Menghindari  pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan  






2.5.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan  
Pada suatu tax planning, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib 
Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam UU PPh pasal 4 
ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu: 
1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib 
Pajak atau Pemerintah. 
2. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas 
sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
a. Dividen berasal Dari cadangan laba yang ditahan 
b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima deviden paling 
rendah 25% dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai usaha aktif 
diluar kepemilikan saham tersebut. 
Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus 
mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang agar kita 
dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan. Adapun 
langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Mengubah Jenis Penghasilan 
Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan 
yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan 





b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya 
Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan 
yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan 
direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. 
c. Mengambil Keuntungan Sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin 
dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. 
Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk 
hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan 
syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari 
PKP. 
2.5.2 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak 
Diperkenankan sebagai Pengurang 
 Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam 
tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya 
yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan 
bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan 
mengurangi pajak terutang. 
Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus 
diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan 
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang 
tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar 





Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya 
yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai 
pengurang. 
1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh Pasal 6 ayat 
(1)) 
Berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak 
bagi Wajib Pajak dalm Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan 
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, antara lain: 
1) Biaya pembelian bahan; 
2) Biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji 
honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk yang; 
3) Bunga, sewa, dan royalty; 
4) Biaya perjalanan; 
5) Biaya pengolahan limbah; 
6) Premi asuransi; 
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
8) Biaya administrasi;dan 





b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan ats biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
menteri keuangan; 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan; 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 
f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia; 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 
komersial; 
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan 
3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri 
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau 
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan’ atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum 
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa 





4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan. 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan 
pemerintah; 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan peraturan pemerintah; 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam 
peraturan pemerintah;dan 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
2. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh Pasal 9 
ayat (1)) 
Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan 
bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU 
PPh pasal 9 ayat (1): 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan 





b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota; 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan beban 
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan 
hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan 
anak piutang; 
2) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 
yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial; 
3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan; 
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;dan 
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat 
pembuangan limbah industry, yang ketentuan dan syarat-
syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib 
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi 
tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang 
bersangkutan; 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 





daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; 
h. Pajak penghasilan; 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
2.5.3 Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan 
 
Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang 
dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. 
Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini 
sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/tax income) 
yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan 
PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin memberikan 





menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat 
dibebankan sebagai biaya; 
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan secara final, sebaiknya 
memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan 
(fringe benefit), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan 
tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk 
pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh 
Badan, karena Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto 
sebelum dikurangi dengan biaya; 
3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak 
berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil. 
2.5.4  Pemilihan Metode Akuntansi 
 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk 
aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus 
(straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun (double declining). 
Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan 
perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, 
maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan sald menurun, 
sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba 
kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa 
memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka 
sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya 






1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan 
Dalam UU PPh Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa pengeluaran untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk 
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau 
amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A dalam 
UU PPh. 
 Dalam UU PPh Pasal 11 ayat (6),  semua aktiva tetap berwujud yang 
memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu 
menjadi 2 golongan: 
 










































2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi 
Keuangan didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 
16, Revisi 2015 tentang Aset Tetap. 





a. Dimiliki untuk kegunaan dalam produksi atau penyediaan barang atau 
jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 
administratif ;dan 
b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 
“Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama 
masa manfaatnya”. (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK;2015;16..2) 
 
Dalam  PSAK penyusutan asset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk 
digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang 




2.6.1 Pengertian Laba 
Laba didefinisikan dengan pandangan yang berbeda-beda.  Pengertian laba 
secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 
timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 
pendapatan tersebut. Menurut Harahap (2001:267) laba adalah perbedaan antara 
realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu 
dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan 
itu.Definisi lain atas pengertian laba dikemukakan oleh Baridwan (1997:31) dimana 
laba didefinisikan sebagai kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari semua 
transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha pada suatu periode 





2.6.2 Karakteristik Laba 
Chariri dan Ghozali (2003:214) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa 
karakteristik antara lain sebagai berikut:  
1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, 
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 
perusahaan pada periode tertentu,  
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 
khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan,  
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis 
yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan  
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching)antara pendapatan 
dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 
2.6.3 Jenis – Jenis Laba 
Menurut Tuanakotta (2001 : 219) mengemukakan jenis-jenis laba dalam 
hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu : 
a. Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan 
dengan harga pokok penjualan. 
b. Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya 
c. Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana 
untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi 








3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini 
adalah tipe penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, yang bertujuan untuk 
menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 
variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan 
apa yang terjadi.  
Metode kuantitaif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-
angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan 
perencanaan pajak.  Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal – komparatif 
yang bertujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab – akibat, tapi tidak 
dengan jalan eksperimen tetapi dilakukan dengan pengamatan terhadap data dari 
faktor yang diduga menjadi penyebab, sebagai pembanding. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Dengan pertimbangan untuk mudah memperoleh data serta relevan, maka 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Perusahaan PT. Bumi Jasa Utama. Adapun 







3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
  
1. Data kualitatif, yaitu data berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang 
perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, kebijakan dan visi 
misi perusahaan serta data mengenai paraturan perpajakan terbaru. 
2. Data kuantitatif, yaitu berupa daftar atau angka-angka yang dapat dihitung 
yang tercantum dalam laporan keuangan PT. Bumi Jasa Utama, berupa 
laporan laba/rugi komersial, laporan laba/rugi fiskal, dan neraca. 
3.2.2 Sumber Data 
Data sekunder, yaitu data yang dibutuhkan dalam menganalisis 
penerapan perencanaan pajak pada perusahaan PT. Bumi Jasa Utama  
berupa laporan laba-rugi perusahaan. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Studi  Kepustakaan(Library Research), yaitu bentuk pengambilan data 
dengan cara membaca buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, 
catatan kuliah, artikel majalah, literatur-literatur  yang ada hubungannya 






2. Mengkases Website dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk 
mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi 
sehubungan dengan masalah dalam penelitian.  
3. Analisis dan pengolahan data untuk membandingkan antara keadaan di 
perusahaan dari studi lapangan dengan studi kepustakaan , kemudian dari 
hasil perbandingan tersebut peneliti menarik kesimpulan dan memberikan 
saran-saran dalam perbaikan. 
 
3.4 Metode Analisa 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi 
komersial, laporan laba/rugi fiskal, neraca dan kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 
2. Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dengan 
memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait 
dengan perpajakan dan  memeriksa sumber-sumber penghasilan 
perusahaan. 
3. Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi 
laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. 
4. Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan 
menerapkan tax planning  dalam pengelolaan keuangan dengan 
memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 





5. Mengambil kesimpulan dari perbandingan antara data yang diperoleh dari 
perusahaan dengan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan 







4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Perusahaan 
KALLA GROUP merupakan satu kelompok usaha yang terbesar di Indonesia 
di kawasan timur Indonesia, kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi 
Selatan.Adapun bidang usaha inti meliputi otomotif, konstruksi, properti, energi, 
dukungan pendanaan otomotif dan logistik, transportasi dan hutan karbon.Sejalan 
dengan pesatnya perkembangan di Kawasan Timur Indonesia serta sebagai wujud 
kepedulian dalam mendukung pembangunan di wilayah ini, Kalla Group 
berkomitmen menciptakan terobosan baru guna memberikan manfaat lebih kepada 
masyarakat luas di Negara tercinta, Indonesia. 
KALLARENT (PT. Bumi Jasa Utama) merupakan salah satu usaha dari Kalla 
Group yang bergerak dibidang usaha jasa penyewaan kendaraan.Kallarent saat ini 
telah memiliki kendaraan dari berbagai jenis dan tipe.Melalui dedikasi yang kuat 
Kallarent mampu memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para 
pelanggannya.Kallarent mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kenyamanan, 
kepercayaan, ketetapan dan keselamatan melalui pengalaman. 
Tidak sampai disitu, PT. Bumi Jasa Utama di tahun 2014 pun 
mengembangkan sayap untuk merambah bisnis logistik, dimana peluang bisnis 





pertimbangan dalam hal efisiensi dalam produktifitas yang lebih tinggi menjadi 
alasan utama perusahaan menfaatkan jasa perusahaan logistik. 
4.1.2 Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perseroan 
1. Visi  
Menjadi Perusahaan terkemuka dalam jasa usaha transportasi. 
2. Misi 
Seluruh karyawan PT. Bumi Jasa Utama – Kallarent bekerja sama untuk 
melayani pelanggan perorangan maupun korporasi yang membutuhkan jasa 
transportasi. Perusahaan berupaya selalu memuaskan keinginan pelanggan 
dengan standar pelayanan yang aman, nyaman, handal dan tepat waktu. 




4. Budaya Perseroan 
Perusahaan merekrut, melatih, dan mempromosikan orang-orang terbaik 
yang akan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan budaya perseroan. 











4.1.3 Struktur Organisasi 
Berikut struktur organisasi perusahaan PT. Bumi Jasa Utama: 
Gambar 4.1 







Sumber : PT. Bumi Jasa Utama 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Kebijakan yang Diterapkan Perusahaan 
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai beberapa kebijakan 
dalam upaya meminimalkan beban pajak, antara lain : 
1. Dalam menjalankan usahanya PT BUMI JASA UTAMA (Persero) memiliki 
beberapa cabang yang masih dalam satu kesatuan hukum. 
2. Setiap cabang menyelenggarakan pembukuan namun hanya bersifat 
laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat yang bertugas untuk 
membuat laporan keuangan konsolidasi, karena PPh Badan ditanggung 
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mengurus administrasi kepegawaian, penggajian, dan pengurusan 
administrasi Pajak Penghasilan 21. 
3. Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan yang 
diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji 
karyawan. Selain itu karyawan diberi tunjangan makan dan transportasi 
dalam bentuk uang. 
4. Perusahaan menggunakan sewa guna usaha disamping pembelian 
langsung terhadap aktiva tetap. 
5. Informasi tentang penghasilan perusahaan yang dikenakan pajak 
disampaikan selambat-lambatnya empat bulan setelah akhir tahun pajak, 
biasanya 31 April tahun berikutnya. PT Bumi Jasa Utama membuat 
anggaran laporan keuangan per satu tahun sehingga besarnya 
penghasilan bersih sebelum pajak penghasilan yang harus dibayar sudah 
dapat diketahui. 
6. Biaya makan dan minum bagi karyawan diberikan dalam bentuk tunai 
dan dimasukkan dalam daftar gaji pegawai, sehingga menguntungkan 
bagi perusahaan dari segi penghematan pajaknya. 
 
4.2.2 Laporan Keuangan Perusahaan 
Ringkasan Laporan keuangan PT Bumi Jasa Utama yang disajikan berikut ini 
adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan 








PT. BUMI JASA UTAMA 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
PENDAPATAN   
Pendapatan Bersih 110.339.535.576  
Beban Pokok Penjualan             (75.979.912.783) 
LABA KOTOR           34.359.622.793  
    
BEBAN USAHA   
Jumlah Beban Usaha           18.447.122.723 
LABA USAHA               15.912.500.070  
    
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN   
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih               (7.690.427970) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN               8.222.072.099  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN               1.871.987.656  
PAJAK TANGGUHAN                     (754.179.095) 
LABA SETELAH PAJAK 7.104.263.538                
Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 
 
Tabel 4.2 
PT. BUMI JASA UTAMA 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Tanggal 31 Desember 2014 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
JUMLAH ASET LANCAR        96.821.438.636  
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR    376.150.456.116  
         JUMLAH ASET 472.971.894.752     
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK        109.255.563.494  
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG        199.448.235.093  
JUMLAH EKUITAS    164.268.096.165  
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS    472.971.894.752  






4.2.3 Penghasilan Kena Pajak 
Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah dilakukannya 
koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perusahaan. Koreksi fiskal dalam 
penentuan pajak penghasilan yaitu adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu 
yang menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak 
berbeda. Oleh karena itu dasar penentuan PPh berbeda antara perusahaan dengan 
perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh 
perusahaan kepada negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap perkiraan-
perkiraan (akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik secara penghasilan maupun 
beban. 
 
4.2.4 Koreksi Fiskal 
Pada PT. Bumi Jasa Utama, peneliti menemukan adanya perbedaan waktu, 
sehingga diperlukan koreksi fiskal baik secara fiskal positif maupun koreksi fiskal 
negatif, berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan 
pajak kini (current tax) dan alokasi pajak tangguhan (deferred tax). 
Berikut ini peneliti sajikan koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan, 












Perhitungan SPT Tahunan Badan 
PT Bumi Jasa Utama 
Tahun Pajak 2014 
Laba Komersial            8.222.072.099  








                    10.227.240  
Peralatan Kantor 
 
                  17.727.215 
Biaya Materai  
 
                    3.409.080  
Listrik dan Air  
 
15.681.767                        
Alat Tulis Kantor  
 
                  2.727.264 
Representasi dan jamuan 
lainnya  
 
18.409.030                     
JUMLAH 
 
              68.181.596  




Makan, minum dan rekreasi  
 
108.297.831 
Transporatasi                                                                      91.600.980                      
Perlengkapan kantor   45.905.149 
Peralatan Kantor  120.699.789 
Telekomunikasi  102.143.089 
Listrik dan Air   100.729.604 






684.525.745                    
JUMLAH KOREKSI POSITIF 
 
752.707.341             
Koreksi Fiskal Negatif 
 
  
Pendapatan yang telah 
dikenakan PPh Final 
 
  
Jasa Giro  
 
              115.141.534  
Pendapatan Bunga Deposito 
 
104.689.849              
Pembayaran leasing 
 
            4.367.363.786  
JUMLAH KOREKSI NEGATIF 
 












Selisih Penyusutan dan 
Amortisasi 
 
         1.868.539.390 
Selisih  Imbalan Pasca Kerja  
 
              1.231.826.961  
JUMLAH BEDA WAKTU 
 
            3.100.366.351 
LABA KENA PAJAK 
 
         7.487.950.622  
Pajak Penghasilan terutang sesuai UU PPh Pasal 17   
25% × Rp 7.487.950.622 
 







PPh Pasal 23 
 
                  512.285.770  
PPh Pasal 25 
 
         1.079.866.734  
JUMLAH KREDIT PAJAK 
 
         1.592.152.504  
PPh Yang Masih Harus 
Dibayar 
 
            279.835.152  
Perhitungan Pajak Tangguhan 
25% × Rp. 3.100.366.351 
 
         (754.179.095) 
Sumber: SPT Badan Perusahaan 
 
 
4.2.5 Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT. Bumi Jasa Utama 
Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT. Bumi Jasa Utama dimulai dari 
upaya perushaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki, pada kasus ini 
optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya 
dibidang perpajakan. Pada akhir tahun perusahaan menyusun Laporan Keuangan 
Komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian dibandingkan 
dengan Laporan Keuangan Fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 





akan timbul koreksi fiskal, dan akan terbentuk rekonsiliasi Laporan Keuangan 
Komersial dengan Fiskal dari Wajib Pajak dan akhirnya menghasilkan Penghasilan 
Kena Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan 
terutang. 
Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan 
efisien, khususnya dibilang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen 
perpajakan yang baik dan benar, oleh karena itu perencanaan pajak (tax planning) 
sangat penting bagi PT Bumi Jasa Utama.   
 
4.2.6 Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT. Bumi Jasa Utama 
Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan 
sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 
8.222.072.099 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal diperoleh 
jumlah laba sebesar Rp 7.487.950.622 
Dalam penerapan perencanaan pajak (tax planning), manajer terlebih dahulu 
harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada 
metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan 
perusahaan secara lengkap, benar atau tepat waktu. Adapun penerapan 
perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh PT. Bumi Jasa Utama, 
sebagai berikut : 
1. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang. 
a. Tunjangan makan/minum 
Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan 





bersama bagi karyawan.Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan 
merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan 
pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan 
pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. 
Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf E UU Pajak 
Penghasilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 
jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat 
dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi 
seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun 
bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan. Dengan demikian di 
sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang. 
Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam pembiayaan pemberian 
makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang 
kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan 
apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan 
memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, 
sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan 
makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. 
PT. Bumi Jasa Utama memberikan tunjangan makan dalam bentuk 
uang yang dimasukkan dalam daftar gaj karyawan, biaya makan dan minum 
yang dialokasikan adalah sebesar Rp 108.297.831.Jumlah ini bagi perushaan 
dicatat sebagai beban dan oleh karyawan merupakan tambahan penghasilan 
dan masuk dalam Penghasilan Kena Pajak. Berbeda ketika perusahaan 
mengalihkan tunjangan makan tersebut menjadi natura (berupa uang makan 





dijadikan sebagai beban, tetapi ini lebih menguntungkan karyawan karena 
tidak menjadi Penghasilan Kena Pajak. 
b. Tunjangan transport (bahan bakar dan pelumas) 
Perusahaan tidak memberikan tunjangan untuk biaya bahan bakar dan 
pelumastetapi perusahaan memberikan dalam bentuk voucher. Dengan 
demikian biaya bahan bakar dan pelumas diakui sebagai penghasilan bagi 
pegawai yang menerimanya. Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan 
pasal 4 ayat (3) huruf d, pergantian imbalan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal 
tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dianggap bukan 
merupakan pengeluaran yang dibebankan sebagai biaya bagi pekerja. 
Namun dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian 
natura kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
pemberi kerja dan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya : 
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan 
yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah 
tersebut dalam rangka menunjang keberhasilan pemerintah untuk 
mendorong pembangunan di daerah tersebut. 
2. Pemilihan Metode Akuntansi (Penyusutan) 
Ada dua jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam Undang-
Undang Perpajakan, yaitu metode garis lurus (straight line method) dan 
metode saldo menurun (double declining method). Dan perusahaan saat ini 






Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang 
diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini membantu dalam penyusunan 
laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya 
penyusutan. 
Akan tetapi, kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing Wajib Pajak 
dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan. Namun demikian, apabila 
yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode akan 
berbeda jika dinilai secara future value. Mana yang dipilih dari kedua metode 
menyusutan tersebut, antara kebijakan fiskal dan kebijakan perusahaan yang 
bertentangan. Di satu pihak diinginkan laba yang tinggi tetapi dipihak lain dengan 
adanya laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi. 
 
4.2.7 Koreksi Fiskal setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Berikut adalah koreksi fiskal setelah dilakukan Perencanaan Pajak: 
Laba Komersial   8.222.072.099  
Laba Kena Pajak   7.487.950.822  
Tunjangan Bahan     
Tunjangan Bahan Makanan (108.297.831)   
Tunjangan Transportasi (91.600.980)                        
  
  
JUMLAH    (199.898.811) 
Laba Kena Pajak (setelah koreksi 
fiskal)   7.288.052.011  
PPh terutang sesuai UU PPh Pasal 17     1.822.013.003  
25% × Rp 7.288.052.011     






4.2.8 Laba Rugi Fiskal setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
URAIAN TAHUN 2014 
PENDAPATAN   
Pendapatan Usaha 110.339.535.576  
Reduksi Pendapatan 
            
(75.979.912.783) 
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih           34.359.622.793  
    
BEBAN USAHA   
Jumlah Beban Usaha           18.447.122.723 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 
              
15.912.500.070  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN   1.822.013.003 
PAJAK TANGGUHAN  754.179.095 
Laba Setelah Pajak 
              
13.336.307.972 
         Sumber: Data Perusahaan yang telah Diolah 
1. Sebelum Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
PPh terutang tahun 2014 : 
25% × Rp 7.487.950.822= Rp1.871.987.656 
Manfaat (beban) pajak tangguhan : 
25% × Rp. 3.100.366.351 = Rp 754.179.095 
Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 1.117.808.561 
Sebelum dilakukan perencanaan pajak (tax planning), laba bersih setelah 
pajak : 
Laba Bersih Komersial : Rp   8.222.072.099 
Pajak Penghasilan  : Rp  (1.117.808.561) 






2. Setelah dilakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
PPh terutang tahun 2014 : 
25% × Rp7.288.052.011 = Rp  1.822.013.003 
Manfaat (beban) pajak tangguhan : 
25% × Rp. 3.100.366.351 = Rp 754.179.095 
Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 1.067.833.908 
Setelah dilakukan perencaan pajak (tax planning), laba bersih setelah pajak : 
Laba Bersih Komersial : Rp   8.222.072.099 
Pajak Penghasilan  : Rp  (1.067.833.908) 
Laba Setelah Pajak  : Rp   7.154.238.191 
Maka penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan 
pajak (tax planning) adalah sebesar Rp 49.974.653 Laba bersih komersial setelah 
pajak adalah jumlah uang yang diperoleh persahaan setelah dipotong pajak 
penghasilan yaitu sebesar Rp 7.104.263.538 
Penghematan ini dapat terjadi karena ada pos yang dialihkan sebagai 
tunjangan, seperti tunjangan bahan bakar, tunjangan bahan pelumas, dan tunjangan 
bahan makanan. Sehingga biaya-biaya tersebut telah dikoreksi sebesar Rp 
131.898.811 mengakibatkan PPh badan perusahaan berkurang. 
Selama tahun 2014 PT Bumi Jasa Utama memiliki kewajiban PPh pasal, 23, 









Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
PT Bumi Jasa Utama 
(Sebelum Tax Planning) 
Keterangan 2014 
 Penghasilan Kena Pajak  Rp 7.487.950.622 
 PPh Terutang (25%)  Rp 1.871.987.656 
 Kredit Pajak :    
 PPh Pasal 23, dan 25  Rp 1.592.152.504  
 PPh terutang tahun 2014    Rp   279.835.152 
 
 Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila wajib pajak menerapkan 
perencanaan pajak (tax planning) secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan 
yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat 
bagi kepentingan perusahaan. 
 
Tabel 4.5 
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
PT Bumi Jasa Utama 
(Setelah Tax Planning) 
 Keterangan  2014 
 Penghasilan Kena Pajak  Rp  7.288.052.011  
 PPh Terutang (25%)  Rp  1.822.013.003  
 Kredit Pajak :    
 PPh Pasal 23, dan 25  Rp 1.592.152.504 
 PPh terutang tahun 2014    Rp   229.860.499  
 
 Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang 
menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.822.013.003 secara 
otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan, yang mana PPh 





sebesar Rp   279.835.152turun menjadiRp   229.860.499 sehingga bisa dilihat 








 Dengan dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) oleh PT. Bumi Jasa 
Utama untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, perusahaan menghasilkan 
beberapa kesimpulan : 
1. Perusahaan telah menempuh strategi perencanaan pajak dengan opsi fiskal 
yang menghasilkan penghematan pajak. 
2. Terdapat pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax planning) terhadap 
beban pajak terutang perusahaan, yaitu berkurangnya jumlah pajak terutang 
yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika sebelum dilakukan tax planning 
jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 
279,835.152, maka setelah dilakukan tax planning jumlah PPh terutang 
perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 229.860.499. Kemudian 
dari berkurangnya jumlah pajak terutang mengakibatkan adanya 
penghematan pajak sebesar Rp. 49.974.653 yang berpengaruh pada 
penerimaan laba bersih perusahaan yang meningkat sebesar Rp. 
49.974.653, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peningkatan laba 
bersih tersebut dengan mengalihkan ke kegiatan yang dapat mendukung 
peningkatan kinerja perusahaan seperti memberikan pelatihan kepada 









Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran 
agar perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh PT. Bumi Jasa Utama 
tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. Perusahaan juga harus senantiasa mengikuti perkembangan undang-
undang perpajakan ataupun isi-isu yang terkait dengan perpajakan.Serta 
perusahaan diharapkan dapat menerapkan beberapa opsi fiskal yang masih belum 
ditempuh perusahaan guna lebih menghemat beban pajak penghasilannya. 
Dengan demikian diharapkan pula dengan adanya perencanaan pajak (tax 
planning) maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada PT. Bumi Jasa Utama menjadi 
semakin baik. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih 
baik lagi.Analisis perencanaan pajak (tax planning) ini terbatas pada Laporan 
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PT. BUMI JASA UTAMA 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 









Beban Umum dan Administrasi 
LABA (RUGI) USAHA 
 
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
Pendapatan (beban) lain-lain 
Pendapatan (beban) keuangan 
Total Pendapatan (beban) lain-lain 
LABA SEBELUM PAJAK 
 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK 
Pajak Kini 
Pajak Tangguhan 






























PT. BUMI JASA UTAMA 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
ASET 
ASET LANCAR 




Biaya Dibayar Dimuka 
Uang Muka Pembelian 
Total Aset Lancar 
 
ASET TIDAK LANCAR 
Piutang Kemitraan 
Piutang Pihak Berelasi 
Aset pajak Tangguhan 
Aset Tetap 
Aset Lain-lain 




LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang Usaha 
Utang Pajak 































Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo 
Dalam Satu Tahun: 
- Pinjaman Bank 
- Utang Pembiayaan 
Utang Lain-lain 
Total Liabilitas Jangka Pendek 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah 
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo 
Dalam Satu Tahun: 
- Pinjaman Bank 
- Utang Pembiayaan 
Liabilitas Imbalan Kerja 
Utang Lain-lain Pihak Berelasi 






































KOREKSI FISKAL LABA RUGI 
FISKAL Positif Negatif 
PENDAPATAN USAHA 110.469.171.740     110.469.171.740 
POTONGAN PENJUALAN (129.636.164)     (129.636.164) 
          
PENDAPATAN BERSIH 110.339.535.576     110.339.535.576 
HARGA POKOK PRODUKSI 75.979.912.783 
 
  75.979.912.783 
          
LABA KOTOR 34.359.622.793     34.359.622.793 
BEBAN USAHA   
 
    
Beban Penjualan 3.223.898.291 68.181.596   3.155.716.695 
Beban Administrasi, Pegawai, dan Umum 15.223.224.432 
 
3.784.892.096   11.438.332.336 
Jumlah Beban Usaha 18.447.122.723     14.594.049.031 
          
LABA USAHA 15.912.500.070     19.765.573.762 
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN         
Pendapatan Lain-lain 10.618.400.879     10.618.400.879 
Beban Lain-lain (18.308.828.850)    (18.308.828.850) 
Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final -  (4.587.195.169) (4.587.195.169) 
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain (7.690.427.971)     (12.277.623.140) 
     
LABA (RUGI) 8.222.072.099 3.853.073.692 4.587.195.169 7.487.950.622 
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